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I. UMUM 

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh 
seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang 
mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna 
memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat 
bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi 
terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.  

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan 
guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, 
memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, 
memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.  

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan 
kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil 
karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang 
akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai 
karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting 
perannya untuk dipertahankan keberadaannya.  

Warisan . . . 
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Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang 
bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara 
menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar 
Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup 
nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu 
pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk 
Cagar Budaya. 

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi 
berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). 
Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap 
seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas 
mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen 
mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living 
monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman  
pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang 
berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari 
Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. 

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak 
berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada 
pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living 
monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai 
pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan 
mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai 
dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai 
pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan 
hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat 
pendukungnya. 

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, 
langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar 
Budaya dari ancaman  pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, 
pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan 
pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya 
pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, 
dan ekonomis.  

Pelestarian . . . 
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Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan 
dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, 
peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, 
serta  tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan 
Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar 
Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan 
berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan 
dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada 
regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, 
nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai 
pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan 
penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi 
masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem 
manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan 
dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya 
sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian 
Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila. 

 

 Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah 
Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan 
keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 
khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 
setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus 
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara 
Indonesia. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian 
Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan 
secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian 
hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar 
Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah 
Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, 
sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, 
kebudayaan, dan pariwisata. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya 
Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-
menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek 
ekologis. 

 
Huruf h . . . 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap 
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam 
Pelestarian Cagar Budaya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” 
adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan 
memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, 
sumur, dan rawa. 

Pasal 5  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang 
mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung         
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain 
tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, 
misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya 
arsitektur tropis modern Indonesia pertama.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang 
tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu 
daerah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda 
Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, 
misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan 
yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin 
dipisahkan dari kesatuannya. 

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan 
yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan 
dari kesatuannya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan 
yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi 
tempat kedudukannya.  

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” 
adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi 
alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya. 

Pasal 8 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur 
yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin 
dipisahkan dari kesatuannya. 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur 
yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan 
dari kesatuannya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang 
alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan 
pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah 
memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. 

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki 
nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi 
simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang 
merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia. 

Pasal 12  . . . 
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Pasal 12 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada 
prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang 
dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya 
berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk  
kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, 
sejarah, dan kebudayaan.  

Ayat (2)   

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” 
adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang 
jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di 
museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di 
situs tempat ditemukannya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah 
kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis 
tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in-group feeling), 
pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan 
perangkat norma hukum adat. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 
Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti 
material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material 
alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, 
teknologi, dan/atau pariwisata. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang 
kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat 
pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk 
tingkat daerah. 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Yang termasuk “aparat penegak hukum”, antara lain, adalah 
polisi, jaksa, dan hakim. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 
Pasal 28 . . . 
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Pasal 28 

Cukup jelas.  

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai 
Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau 
lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar 
Budaya. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat 
hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat 
wasiat yang disahkan oleh notaris. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan 
berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media 
elektronik, dan pementasan seni.  

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya 
yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 Pasal 48 . . . 
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Pasal 48 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat 
ditemukan lagi.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah 
pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, 
film, dan gambar. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang 
mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya 
kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area 
pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting 
Cagar Budaya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area 
yang melindungi zona inti.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah 
area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi 
cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah 
konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, 
kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan 
kepariwisataan.  

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area 
yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana 
penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi 
umum. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 . . . 
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Pasal 76 

Ayat (1)  

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi 
(deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan 
kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik 
(misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan 
patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), 
maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya 
mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 
Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap 
mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, 
dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru 
sebagai pengganti bahan asli. 

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan 
terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 
Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan 
menghambat proses kerusakan lebih lanjut. 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan 
dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar 
Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan 
yang sifatnya parsial. 

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian 
kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, 
Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan 
sertifikasi sebagai tenaga ahli. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 . . . 
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Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya 
berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk 
kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, 
sejarah, dan kebudayaan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Ayat (1)  

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara 
kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.   

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 . . . 
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Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 . . . 
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Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 
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